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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  

BERBASIS GENDER DAN ANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 180/003269 tanggal 30 Maret 2015 perihal 

Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo dan Surat Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180/0017656 tanggal 17 Oktober 2016 
perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan 

Anak perlu diubah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan 
terhadap korban kekerasan berbasis gender dan 

anak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 
Berbasis Gender dan Anak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5946); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4635); 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4720); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4976); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5332);  
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 64); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah 
Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
20);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 
Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 186); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
219) sebagimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 240); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

 dan 

BUPATI SUKOHARJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
  

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP 

KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN 
ANAK. 

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 10 diubah, 
dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) 

angka yakni angka 9a, angka 9b, diantara angka 19 
dan angka 20 disisipka 1 (satu) angka yakni angka 
19a dan menambahkan angka 26 sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.   

3.  Bupati adalah Bupati Sukoharjo.  

4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah.  

5.  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.  

6.  Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan 
perlindungan perempuan, laki-laki dan anak 

korban kekerasan.  
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7.  Gender adalah konsep yang mengacu pada 

peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan 
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya 

masyarakat. 

8.  Perlindungan adalah segala upaya yang 
ditujukan untuk memberikan rasa aman dan 

memenuhi hak-hak korban yang dilakukan 
oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.  

9.  Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 

9a. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak.  

9b. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan 
yang secara langsung ditujukan kepada 
masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi 

rentan terjadinya kekerasan, ekploitasi, 
perlakuan salah, dan penelantaran.  

 
10.  Penyelenggaraan perlindungan adalah 

serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan, memberikan 
perlindungan serta layanan pemulihan dan 
reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan 

kerjasama, dan peningkatan partisipasi 
masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi.  

11.  Kekerasan adalah setiap perbuatan yang 
berakibat atau dapat mengakibatkan 

kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, 
seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap 

korban. 

12.  Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap 
bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan 

dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan 
atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk 
mengurangi, menghapuskan pengakuan, 

penikmatan atau penggunaan hak asasi 
manusia, yang akibatnya berupa dan tidak 

terbatas pada kekerasan fisik, seksual, 
psikologis dan ekonomi. 
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13.  Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk 

pembatasan, pembedaan, pengucilan dan 
seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan 
terhadap anak, yang akibatnya berupa dan 

tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, 
psikologis, dan ekonomi.  

14.  Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau 
cacat pada tubuh seseorang, gugurnya 

kandungan, pingsan dan atau menyebabkan 
kematian.  

15.  Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya dan atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 

16.  Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan 
hubungan seksual, pemaksaan hubungan 
seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, 

pemaksaan hubungan seksual dengan orang 
lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan 

tertentu. 

17.  Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan 
yang menelantarkan anggota keluarga dalam 

bentuk tidak memberikan kehidupan 
perawatan atau pemeliharaan secara layak. 

18.  Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah 
orang yang karena jenis kelaminnya mengalami 
penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, 

seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan 
karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan 
atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga dan masyarakat.  

19.  Anak Korban Kekerasan adalah anak yang 

mendapatkan perlakuan kasar baik secara 
fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan 
kerugian lain yang diakibatkan karena 

kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau 
ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga dan masyarakat.  

119a. Anak pelaku kekerasan adalah anak yang 
melakukan tindakan kasar baik secara fisik, 

psikis, ekonomi amupun seksual. 
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20.  Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk 

penguatan korban kekerasan berbasis gender 
dan kekerasan terhadap anak agar lebih 
berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi 

maupun seksual. 

21.  Pendampingan adalah segala tindakan berupa 
konseling, terapi psikologis, advokasi, dan 

bimbingan rohani, guna penguatan diri korban 
kekerasan berbasis gender dan kekerasan 

terhadap anak untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi.  

22.  Pelayanan Terpadu adalah serangkaian 

kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi 
korban kekerasan berbasis gender dan anak 

yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
instansi atau lembaga terkait sebagai satu 
kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, 

pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, 
pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan 
hukum bagi korban kekerasan berbasis gender 

dan anak. 

23.  Reintegrasi Sosial adalah proses 

mempersiapkan masyarakat dan korban yang 
mendukung penyatuan kembali korban ke 
dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga 

yang dapat memberikan perlindungan dan 
pemenuhan kebutuhan korban. 

24. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal 
sementara yang digunakan untuk memberikan 
perlindungan terhadap korban sesuai dengan 

standar operasional yang ditentukan.  

25. Masyarakat adalah orang perseorangan, 

keluarga, kelompok, organisasi sosial, 
dan/atau organisasi kemasyarakatan.  

26. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya 
disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan 
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 

Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk oleh 
Bupati dan merupakan komisi non struktural. 

 
2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN BENTUK 
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3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain :  

a. fisik; 

b. psikis; 

c. seksual; 

d. penelantaran rumah tangga; 

e. kekerasan ekonomi; dan/atau 

f. kekerasan lainnya.  

 
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 6 

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap 
korban kekerasan berbasis gender dan anak, 
bupati membentuk Pelayanan Terpadu dan 

KPK2BGA. 

(2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa : 

a. Pelayanan Terpadu Kabupaten; 

b. Pelayanan Terpadu kecamatan; dan 

c. Pelayanan Terpadu kelurahan atau Desa. 

(3) Pembentukan Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

5. Ketentuan Pasal 14 huruf i, huruf j, huruf k dihapus 
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 14 

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf e dilakukan melalui :  

a. memberikan perlindungan bagi korban;  

b. memberikan pertolongan darurat;  

c. memberikan advokasi terhadap korban dan atau 

masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan 
berbasis gender dan anak;  

d. membantu proses pengajuan permohonan 

penetapan perlindungan;  

e. menyampaikan informasi kepada aparat yang 

berwenang terkait dengan kasus kekerasan 
berbasis gender dan anak;  
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f. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan 

kekerasan berbasis gender dan anak;  

g. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok 
masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis 

gender dan anak; dan 

h. menyebarluaskan informasi tentang peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan 

kekerasan berbasis gender dan anak. 

i. Dihapus. 

j. Dihapus.  

k. Dihapus. 

 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 16 

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi. 
 

7. Diantara BAB V Bagian Kesembilan dan BAB VI 
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bagian Kesembilan A 
KPK2BGA 

Pasal 16A 
 

Pembentukan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 6 keanggotaannya terdiri dari unsur: 

a. tokoh masyarakat; 

b. tokoh agama;  

c. aktivis lembaga swadaya masyarakat; 

d. akademisi; dan  

e. praktisi. 

 

Pasal 16B 

Tugas KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16A, antara lain : 

a. melakukan mediasi perselisihan antar lembaga 
Palayanan terpadu kekerasan berbasis gender dan 

anak; 

b. melakukan advokasi kebijakan dan program 
perlindungan korban kekerasan berbasis gender 
dan anak; 
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c. melakukan pengawasan terhadap proses 

penanganan kasus yang sedang berjalan; dan 

d. melakukan pemantauan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu 
korban kekerasan berbasis gender dan anak. 

 

Pasal 16C 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16B, KPK2BGA mempunyai 
fungsi : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
program perlindungan terhadap korban kekerasan 

berbasis gender dan anak; 

b. pengkoordinasian perselisihan antar lembaga 
penyedia layanan terpadu terhadap korban 
kekerasan berbasis gender dan anak; 

c. pengembangan sistem perlindungan korban 
kekerasan berbasis gender dan anak;  

d. pemantauan, pengawasan dan pelaporan 
perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis 

gender dan anak; dan 

e. fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan 
ditingkat lokal, regional dan nasional untuk 
kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas 

penanganan terhadap korban kekerasan berbasis 
gender dan anak. 

    

Pasal 16D 

Penyelenggaraan KPK2BGA difasilitasi oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

 

8. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIA 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO 
KERENTANAN 

Bagian Kesatu 

Upaya Pencegahan 
 

Pasal 17A 

Upaya Pencegahan tindak kekerasan berbasis gender 
dan anak meliputi: 

a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan 
kekerasan berbasis gender dan anak di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
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b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan 

edukasi tentang bentuk-bentuk kekerasan 
berbasis gender dan anak; 

c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi 

tentang kekerasan berbasis gender dan anak;  

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu 
kekerasan berbasis gender dan anak; 

e. peningkatan kesadaran orang tua, suami, istri, 
anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga 

penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak 
dan kelompok profesi mengenai bentuk- bentuk 
kekerasan berbasis gender dan anak; 

f. peningkatan pemahaman hak asasi manusia 
berbasis gender dan anak di lingkungan keluarga, 

masyarakat dan pendidikan;  

g. peningkatan penyuluhan kesadaran hukum bagi 
masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk 

kekerasan berbasis gender dan anak;  

h. pengintegrasian program pencegahan kekerasan 
berbasis gender dan anak dalam program 

pemberdayaan keluarga;  

i. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini 

di tingkat keluarga;  

j. membangun partisipasi dan kepedulian 
masyarakat terhadap pencegahan perlindungan 

tindak kekerasan berbasis gender dan anak; 

k. membangun jejaring dan kerjasama dengan 

aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, 
lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga 
swadaya masyarakat yang bergerak dan /atau 

peduli tentang pengarustamaan gender; 

l. mengembangkan gerakan masif dan 
berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam 

aksi pencegahan kekerasan; dan 

m. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, 

dan ketahanan keluarga. 
 

Bagian Kedua 

Pengurangan Risiko Kerentanan 
 

Pasal 17B 
 

(1) Pengurangan risiko kerentanan dalam 

perlindungan korban kekerasan berbasis gender 
dan anak meliputi: 

a. fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko 

kerentanan; 

b. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif; 

dan 

c. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat. 
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(2) Fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko 

kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi: 

a. identifikasi dan deteksi dini tindakan 

kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan 
perlakuan, serta tindakan segera yang harus 
dilakukan; 

b. melakukan pendampingan bagi suami isteri 
dan/atau antar anggota keluarga yang 

mengalami masalah; 

c. penyelenggaraan konseling bagi orang tua, 
suami, istri dan anak yang mengalami 

masalah keluarga; 

d. memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi 

anak, orang tua dan keluarga; 

e. menyediakan tempat pengasuhan sementara; 

f. menyediakan jaminan sosial bagi keluarga 

rentan. 

(3) Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan 
masalah anak yang diduga melakukan 

pelanggaran hukum. 

(4) Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak 
hukum dalam penanganan anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

 

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 19 
 

(1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan terhadap korban 

kekerasan berbasis gender dan kekerasan 
terhadap anak dilakukan oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sehari-hari dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi sebelum terbentuknya 
KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16A. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 29 Desember 2017   
 
BUPATI SUKOHARJO, 

               ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI 

JAWA TENGAH : (19/2017) 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  29 Desember 2017 

 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

 
                   ttd 

 
          AGUS SANTOSA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 19 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK 

 

I. UMUM 

 

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman 
kepada warga Negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat 

mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual 
maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada 
pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah 
Darah Indonesia. Selain itu dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan 

dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi “. Oleh karena itu orangtua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara harus memberi ruang 
bagi tumbuh kembang anak secara optimal dan berkewajiban 
melindungi dari kekerasan.  

 

Bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 
180/003269 tanggal 30 Maret 2015 perihal Hasil Klarifikasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak perlu 
diubah khususnya terkait dengan Pencegahan tindak kekerasan 
terhadap anak, Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak tidak hanya kabupaten tetapi juga 
mengakomodir PPT tingkat kecamatan serta disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan 
Anak perlu dilakukan perubahan dalam Pasal dan penjelasannya. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Angka 2  

Cukup Jelas. 

Angka 3 

Pasal 3A 

Huruf a  

Cukup Jelas. 

Huruf b  

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d  

Yang dimaksud “penelantaran rumah tangga” 
adalah setiap orang yang menelantarkan orang 
dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Huruf f  

Yang dimaksud dengan “kekerasan lainnya” 
seperti:  

a. perlakuan kejam, yaitu tindakan secara 

zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan;  

b. abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu 
tindakan pelecehan dan tidak senonoh; 

c. ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara 
anak satu dan lainnya;  

d. ancaman kekerasan adalah setiap 
perbuatan secara melawan hukum berupa 
ucapan, tulisan, gambar simbol atau 

gerakan tubuh baik dengan atau tanpa 
sarana yang menimbulkan rasa takut atau 

mengekang kebebasan hakiki anak;  
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e. pemaksaan, adalah keadaan dimana anak 

disuruh melakukan sesuatu sedemikian 
rupa sehingga anak melakukan sesuatu 
yang berlawanan dengan kehendak sendiri.  

Angka 4 

 Pasal 6 

  Cukup Jelas. 

Angka 5 

 Pasal 14 

  Cukup Jelas. 

Angka 6 

 Pasal 16 

  Cukup Jelas.  

Angka 7 

 Pasal 16A 

  Cukup Jelas. 

 Pasal 16B 

  Cukup Jelas. 

 Pasal 16C 

  Cukup Jelas. 

 Pasal 16D 

  Cukup Jelas. 

Angka 8  

 Pasal 17A 

  Huruf a 

   Cukup Jelas. 

  Huruf b 

   Cukup Jelas. 

  Huruf c 

   Cukup Jelas. 

  Huruf d 

   Cukup Jelas. 

  Huruf e 

   Cukup Jelas. 

  Huruf f 

   Cukup Jelas. 

  Huruf g 

   Cukup Jelas. 

  Huruf h 

   Cukup Jelas. 
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  Huruf i 

   Cukup Jelas. 

  Huruf j 

   Cukup Jelas. 

  Huruf k 

   Cukup Jelas. 

  Huruf l 

Yang dimaksud dengan “gerakan masif dan 
berkelanjutan” adalah gerakan yang aktif, utuh, 

terstruktur dan terus menerus. 

  Huruf m 

  Yang dimaksud dengan “ketahanan keluarga” 

adalah kekuatan keluarga yang utuh dan 
sejahtera. 

 Pasal 17B 

  Ayat (1) 

   Huruf a  

   Cukup Jelas. 

   Huruf b 

Yang dimaksud “keadilan restoratif” adalah 

sebagai suatu proses semua pihak yang 
berhubungan dengan tindak pidana tertentu 

duduk bersama-sama untuk memecahkan 
masalah dan memikirkan bagaimana 
mengatasi akibat pada masa yang akan 

datang. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Angka 9 

Pasal 19 

Cukup Jelas. 

Pasal II 

 Cukup Jelas. 
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